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STELSEL PAJAK



Riel Stelsel atau Stelsel Nyata

Dimana pengenaan pajak didasarkan pada obyek ( misalnya penghasilan )
yang riel atau nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yaitu setelah obyek yang sesungguhnya diketahui.
Kelebihan/kebaikan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.
Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut pada akhir
periode ( setelah obyeknya diketahui ).



Fictieve Stelsel atau Stelsel Anggapan

Yaitu stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan pada suatu
anggapan ( fiksi ). Misalnya dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan,
umumnya anggapan yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang
(tahun berjalan) sama dengan penghasilan tahun yang lalu (tahun
sebelumnya), sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan dari
stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu pada akhir tahun pajak. Sedangkan kelemahannya adalah pajak
yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.



Mix Stelsel atau Stelsel Campuran

Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel
anggapan. Dalam penerapannya, stelsel campuran mula-mula pada awal
tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu dan
kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel
nyata. Kebaikan dari stelsel ini adalah bahwa pajak sudah dapat dipungut
pada awal tahun pajak. Sedangkan kelemahannya adalah fiskus menghitung
kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir sehingga mengakibatkan

beban pekerjaan fiskus bertambah drastic dan akibatnya seringkali tidak
terselesaikan.



ASAS PEMUNGUTAN PAJAK



Asas Domisili

Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan
pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber
penghasilan atau pendapatannya diperoleh ( dari sumber negara yang
bersangkutan dimana dia tinggal atau dari sumber luar negeri ) dan tanpa
melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada
prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek pajak
dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.



Asas Sumber

Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang
berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili ( apakah berdomisili
di dalam atau diluar negara tempat sumber penghasilan tersebut) dan
kewarganegaraan wajib pajak. Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya
penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara
tersebut.



Asas Kebangsaan

Asas ini disebut juga asas nationalist. Dalam asas ini pemungutan pajak
didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah
negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.



PENGELOMPOKAN
JENIS- JENIS PAJAK



Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh
yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau
digeser kepada pihak lain

Misalnya Pajak Penghasilan ( PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang
[ pihak lain untuk menanggungnya.

. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan
atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini
bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.



Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subyektif ( Pajak yang Bersifat Perorangan ) yaitu pajak yang dalam

pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak ( status kawin
atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).

Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) nya.

. Pajak Obyektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu pajak yang dalam

pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan
keadaan atau kondisi diri wajib pajak.

Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat
sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak.
Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari
kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah
memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.



Pengelompokan Pajak
Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat ( Pajak Negara) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah
dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah
tersebut.

Pajak Daerah terdiri dari :

d. Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat |
(Propinsi) misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.

b. Pajak Kabupaten / Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat
Il (Kabupaten / Kota ), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan






